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KATA  

PENGANTAR  
 

Bttbmbnv'bmbjlvn Xs/ Xc/ 

Alhamdulillah wa syukurilah kami panjatkan kehadirat 

Allah SWT, hanya kepada-Nya kita menyembah dan 

meminta pertolongan. Salawat dan salam semoga 

senantiasa mengalir kepada baginda nabi Agung 

Muhammad SAW, sembari berharap syafaat dan berkahnya 

di hari kelak. 

Dengan berakhirnya tahun 2021, berakhir jualah segala 

kegiatan yang telah direncanakan dan mempersiapkan 

rencana selanjutnya di tahun yang akan datang namun masih ada satu agenda yang 

harus diselesaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala kegiatan di 

tahun 2021 yang terealisasi dalam bentuk laporan, maka dari itu Pengadilan Agama 

Putussibau mengambil langkah cepat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 

W14-A7/794/OT.01.2/XIII/2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Penunjukan Tim 

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Putussibau Tahun 

2021. Berdasarkan surat tersebut, tim penyusun melakukan pengumpulan data -data 

yang diperlukan terlebih dulu. Selanjutnya dilakukan penyusunan konse p laporan 

sesuai dengan outline yang telah ditentukan. Setelah mengalami beberapa 

perbaikan baik dalam hal pengetikan maupun pemilihan kata yang tepat, serta narasi 

yang baik akhirnya dapat disuguhkan laporan ini.  

Disusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Putussibau 

Tahun 2021 ini, disamping untuk memenuhi amanat pimpinan, yang lebih esensial 

lagi juga dimaksudkan untuk mewujudkan good governance  dan accountability  

untuk terciptanya budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama Putussibau yang 

profesional, transparan, efisien dan efektif.  

Terakhir, atas nama pimpinan kami memberikan penghargaan dan apresiasi 

yang tinggi kepada tim yang telah berusaha dengan keras, kerja tidak mengenal 

waktu dan pamrih sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengad ilan Agama 

Putussibau Tahun 2021 dapat tersusun dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.  
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Tak ada gading yang tak retak. Sebuah pepatah yang menggambarkan bahwa 

sebaik apapun usaha tak mungkin lepas dari kekurangan. Demikian pula laporan ini, 

meski telah diupayakan semaksimal mungkin, tentu terbuka kemungkinan adanya 

kelemahan dan kekurangannya. Dan untuk itu atas nama pimpinan kami 

bertanggung jawab dan mohon maaf serta berharap ada masukan demi perbaikan 

untuk tahun mendatang. Terima kasih. 

Wassalamualaikum 

Putussibau, 30 Desember 2021 

Ketua,   

 

 

 

Achmad Syauqi, S.H.I 

NIP. 198006202006041004 
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Ketua Pengadilan Agama Putussibau 

dari masa ke masa 

 

Drs. CHUMAIDI, AR. (Alm.) 

tahun 1984 ° 1986 

 

Drs. H. TURIMAN, S.H. 

tahun 1989 ° 1992 

 

Drs. H. ADRONI 

tahun 1996 ° 1999 

 

Drs. H. JOKO YUWONO, M.H. 

tahun 2002 ° 2003 

 

A. JAUHARUDDIN SOHRA, S.Ag., 

M.H. 

tahun 2004 ° 2007 

 

Drs. M. GHOFAR RASMIN, M.H. 

tahun 2008 ° 2010 

 

Drs. SANUSI 

Tahun 2010 ° 2012 

 

HASANUDDIN, S.Ag. 

Tahun 2012 ° 2015 

 

Drs. H. M. AZHARI, M.H.I. 

Tahun 2015 ° 2018 

 

H. Mursid, S.Ag., M.Ag. 

Tahun 2018 ° 2020 

 

Achmad Syauqi, S.H.I 

Tahun 2020-sekarang 
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Peta Wilayah Yuridiksi 

Pengadilan Agama Putussibau 
  

 

GARIS BUJUR GARIS LINTANG 

111
0
42'49¸ CU 0

0
5'48¸ MV 

114
0
23'6¸ CU 1

0
46'32¸ MV 

 

Luas wilayah 29,842 Km2 yang merupakan 20,33 % dari luas wilayah Kalimantan 

Barat (146.807 Km2) 

BATAS WILAYAH 

Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur), 

Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kaltim dan Kalteng,  

Sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Eksistensi Pengadilan Agama Putussibau ditandai oleh terbitnya Surat 

Keputusan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Cabang 

Kantor Pengadilan Agama, kala itu masih terkendala belum adanya aparatur yang 

bisa menjalankan roda perkantoran hingga akhirnya pada Tahun 1976 keberadaan 

Pengadilan Agama Putussibau dapat tereal isasi hingga kini Pengadilan Agama 

Putussibau telah berdiri dengan gagahnya. Tahun 2004 menjadi penanda 

berakhirnya periode Peradilan Agama dibawah Departemen Agama menjadi di 

bawah naungan Mahkamah Agung RI melalui lahirnya UU Nomor 4 tahun 2004 

Tentang kekuasaan Kehakiman.  

Semenjak berada dibawah naungan Mahkamah  Agung RI, kewenangan 

peradilan agama tidak hanya sebatas persoalan Perkawinan saja, namun juga 

lfxfobohbo ebmbn nfozfmftbjlbo nbtbmbi Flpopnj Tzbsj'bi/ Ibm ufstfcvu nfokbej

pecutan bagi aparatur  Peradilan Agama khususnya dalam hal ini Pengadilan Agama 

Putussibau untuk terus meningkatkan performa kinerjanya, terlebih ditengah era 

digital, Mahkamah Agung RI telah bertranformasi dari Peradilan konvensional beralih 

ke Peradilan Modern berbasis teknol ogi informasi. 

Melalui terbitnya Perma Nomor 3 Tahun 2018, Berbagai layanan sistem virtual 

telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Putussibau, baik implementasi sistem 

E-court dengan fitur e-filling (Pendaftaran Perkara secara elektronik), e-Payment 

(Pembayaran Panjar Perkara secara elektronik) maupun e-summons (Pemanggilan 

Pihak berperkara secara elektronik), hingga yang terbarukan e-litigation (proses 

beracara secara elektronik).  

Melalui implementasi tersebut diharapkan dapat mengubah paradigma 

masyarakat akan pelayanan yang dulu terkesan birokratis dan melelahkan. Hal 

tersebut tentunya sejalan dengan misi Pengadilan Agama Putussibau dalam 

mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.  

Pengadilan Agama Putussibau juga mempedom ani semua kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, termasuk didalamnya cetak biru 

Mahkamah Agung 2010-2035 dengan mengacu pada area -area perubahan yang 

terus ditingkatkan dan mengacu pada program -program prioritas yang ditetapkan 
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Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Akreditasi Penjaminan Mutu 

Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Putussibau berkomitmen melakukan 

perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat pencari Keadilan 

dengan melaksanakan program -program priori tas tersebut dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi Pengadilan Agama Putussibau yang dijabarkan dalam Laporan 

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini. Adapun program prioritas yang telah  

dijalankan sepanjang tahun 2021  ini adalah: 

1. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 

2. One Day Minutation dan One Day Publish 

3. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu 

4. Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik(E-Court) 

5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

6. Implementasi Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) 

7. Pelayanan Informasi Melalui Website Pengadilan  

Disamping program prioritas yang telah  dijalankan sepanjang tahun 2021  

tersebut diatas, dalam mewujudkan layanan peradilan modern berbasis teknologi 

informasi, Pengadilan Agama Putussibau juga telah mengimplementasikan 11 

(sebelas) Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama yaitu :  

1. Aplikasi Notifikasi Perkara 

2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan 

3. Aplikasi Antrian Sidang Online 

4. Aplikasi Basis Data Terpadu kemiskinan 

5. Command Center 

6. Aplikasi PNBP Fungsional 

7. Aplikasi E-examinasi 

8. Aplikasi E-Register 

9. Aplikasi E-keuangan 

10. Aplikasi Verifikasi Akta Cerai 

11. Aplikasi Gugatan Mandiri  

Diantara 11 (sebelas) aplikasi tersebut, pada tahun 2020 Pengadilan Agama 

Putussibau sudah menerapkan 10 (sepuluh) aplikasi, 1 (satu) diantara yang belum 

diterapkan adalah Aplikasi Antrian Online kendalanya dikarenakan aplikasinya masih 

dalam tahap proses perampungan dari Tim IT Nasional.  

Selain itu, Pengadilan Agama Putussibau juga telah memaksimalkan instansi 

pada capaian area perubahan reformasi birokrasi, diantaranya adalah:  
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1. Mental Aparatur 

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang 

ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong 

terciptanya citra  negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model 

birokrasi yang dipandang lambat, berbelit -belit, tidak inovatif, tidak peka, 

inkonsisten, malas, feodal dan lainnya. Karena itu, fokus  perubahan reformasi 

birokrasi ditujukan pada perubahan menta l aparatur dengan harapan  

mendorong terciptanya budaya  kerja positif yang kondusif bagi  terciptanya 

birokrasi yang bersih  dan akuntabel, efektif, dan efisien  serta mampu 

memberikan pelayanan yang berkualitas.  

2. Pengawasan 

Berbagai penyimpangan yang terjadi d alam birokrasi, salah satu penyebabnya 

adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan 

mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya  yang 

semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. 

Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui 

perubahan atau penguatan sistem pengawasan.  

3. Akuntabilitas 

Kemampuan untuk mempertanggung jawabkan berbagai sumber yang diberikan  

kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat 

karena belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan -

kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi 

masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang 

dapat mendorong birokrasi  lebih berkinerja dan mampu mempertanggung 

jawabkan kinerjanya. 

4.  Kelembagaan 

Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya 

proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan 

akhirnya menciptakan bud aya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada 

sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan 

proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan 

kepada system kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong te rciptanya 

budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang 

efektif dan efisien.  

5.  Tatalaksana  

Kejelasan proses bisnis/ tata kerja/ tata aksana juga sering menjadi kendala 

penyelenggaraan pelayanan publik . Berbagai hal yang seha rusnya dapat 

dilakukan secara cepat sering kali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena 
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tidak terdapat sistem tata laksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong 

terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan  kurang kreatif pada birokrat/aparatur. 

Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga  untuk mengubah mental aparatur.  

6.  SDM Aparatur 

Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari 

perencanaan pegawai, pengadaan, hing ga pemberhentian akan berpotensi 

menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini kan berpengaruh pada kualitas 

penyelenggaraan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM 

harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu 

menghasilkan pegawai yang profesional.  

7.  Peraturan Perundang-undangan 

Masih banyaknya peraturan undang-undangan yang  tumpang tindih, 

disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk 

membuka kemungkinan penyimpangan Kondisi sep erti ini seringkali 

dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan 

Negara Karena itu, perlu dilakukan perubahan/ penguatan terhadap sistem 

peraturan perundang -undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan 

masyarakat. 

8.  Pelayanan Publik 

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu 

mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, 

berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga 

profesionalisme para petugas pelayanan. Karen a itu, perlu dilakukan penguatan 

terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong 

perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas 

pelayanan. 

 Adapun kebijakan dan langkah -langkah Pengadilan Agama Putussibau 

sebagai implementasi dari area perubahan reformasi birokrasi  adalah : 

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif  dan 

berkeadilan.  

2. Melaksanakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang  

dialokasikan secara proporsional dal am APBN. 

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan 

terukur. 

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang 

sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.  
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5. Mengelola sarana prasarana dalam  rangka mendukung lingkungan kerja yang 

aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.  

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria 

objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.  

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan 

jalannya peradilan.  

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.  

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan 

transparan. 

10. Modern dengan berbasis Teknologi I nformasi Terpadu. 

 Sebagai tanda keseriusan Pengadilan Agama Putussibau dalam reformasi 

birokrasi, Pengadilan Agama Putussibau telah mencanangkan Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

yang telah dideklarasikan p ada tanggal 28 September 2018.  

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Agama 

Putussibau kemudian menetapkan visi yang merupakan tujuan utama Pengadilan 

Agama Putussibau dalam menyelenggarakan peradilan, yaitu :  

V I S I 

a' Uerwujudnya Pengadilan Agama Putussibau Yang Agunh ̧

 Untuk tercapainya visi tersebut, maka Pengadilan Agama Putussibau 

menetapkan misi sebagai langkah strategis dalam mewujudkan visi, yaitu :  

M I S I 

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka 

peningkatan pelayanan pada masyarakat. 

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan 

efisien. 

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

  

 Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dikembangkanlah nilai -nilai utama 

badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar prilaku seluruh warga 

badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai -nilai ini pada 

akhinya akan membentuk budaya badan peradilan. Adapun nilai -nilai yang 

dimaksud adalah :  

1. Kemadirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) 
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2. Integritas dan kejujuran (Pasal 24 A ayat (2) UUD 1945) 

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan 53 Undang -Undang No 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman) 

4. Responsibiltas (Pasal Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) 

5. Keterbukaan (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945) 

6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 Undang -Undang No 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman) 

7. Perlakuan yang sama dihadapan Hukum (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945)  

 

 Pengimplementasian nilai-nilai badan peradilan tersebut menjadi upaya untuk 

mencapai Visi dan Misi yang agung meski tentunya bukan pekerjaan yang mudah. 

Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi 

Pengadilan Agama Putussibau dan rencana strategi yang tepat dan menyeluruh 

untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar mendorong terwujudnya 

lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati demi tegaknya 

supremasi hukum. 
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BAB II 

KEADAAN PERKARA 
 

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA 

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama 

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Putussibau menerima sebanyak 

405 perkara yang terdiri dari 207 perkara gugatan dan 198 perkara 

permohonan. Sedangkan penanganan perkaranya berjumlah 408 perkara, 

yang terdiri dari 3 perkara sisa tahun 2020 dan 405 perkara ya ng diterima 

pada tahun 2021.  

Dari 408 perkara yang ditangani tersebut, Pengadilan Agama Putussibau 

telah menyelesaikan sebanyak 408 perkara, yang terdiri dari 210 perkara 

gugatan dan 198 perkara permohonan. Dengan rincian seperti tabel di bawah 

ini : 

No Jenis Perkara 

Masuk 2021 Penyelesaian perkara 

Total 
Sisa 

2021 Sisa 

2020 

Daftar 

2021 
Total Kabul Cabut Tolak 

Tidak 

diterima 
Gugur 

Dicoret 

dari 

register 

GUGATAN 

1 Cerai Talak 2 63 65 58 2 0 2 3 - 65 - 

2 Cerai Gugat 1 141 142 128 11 1 - 2 - 142 - 

3 Harta Bersama - - - - - - - - - - - 

4 Isbat Nikah - 2 2 2 - - - - - 2 - 

5 Izin Poligami - 1 1 - 1 - - - - 1 - 

6 Penguasaan 

Anak 

- - - - - - - - 
- 

- - 

  

PERMOHONAN 

7 Dispensasi 

Kawin 

- 105 105 102 2 - - 1 - 105 - 

8 Perwalian - 2 2 2 - - - - - 2 - 

9 Isbat Nikah - 83 83 67 3 5 1 7 - 83 - 

10 Asal Usul Anak - 1 1 1 - - - - - 1 - 

11 Penetapan Ahli 

Waris 

- 6 6 4 2 - - - - 6 - 

12 Lain-lain - 1 1 1 - - - - - 1 - 

Jumlah 3 405 408 365 21 6 3 13 - 408 - 
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2. Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali 

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Putussibau menerima 1 Perkara Banding,  

namun dicabut oleh Pembanding sebelum dilaksanakan pemberitahuan akta 

banding kepada Terbanding, sedangkan perkara Kasasi maupun perkara Peninjauan 

Kembali tidak ada. 

B. PENYELESAIAN PERKARA 

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 

Pada tahun 2021, penyelesaian perkara Pengadilan Agama 

Putussibau mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 Pengadilan 

Agama Putussibau menyisakan 3 perkara, sedangkan di tahun 2021 tidak 

menyisakan perkara atau selesai 100 %.  

Adapun jumlah sisa perkara yang diputus tersebut sebagaimana tabel 

berikut ini:  

No Jenis Perkara Sisa 2020 Daftar 2021 Putus 2021 Sisa 2021 

GUGATAN 

1 Cerai Talak 2 63 65 - 
2 Cerai Gugat 1 141 142 - 
3 Harta Bersama - - - - 
4 Isbat Nikah - 2 2 - 
5 Izin Poligami - 1 1 - 
6 Penguasaan Anak - - - - 

 

PERMOHONAN 

7 Dispensasi Kawin - 105 105 - 
8 Perwalian - 2 2 - 

9 Isbat Nikah - 83 83 - 
10 Asal Usul Anak - 1 1 - 
11 Penetapan Ahli Waris - 6 6 - 
12 Lain-lain - 1 1 - 

Jumlah 3 405 408 - 

 

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu 

Berdasarkan uraian penjelasan yang terdapat pada Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Pengadilan Agama Putussibau yang dimaksud penyelesaian 

perkara tepat waktu yaitu perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan.  

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Putussibau telah menyelesaikan 

sebanyak 408 perkara, yang terdiri dari 210 perkara gugatan dan 198 perkara 

permohonan. 
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Jika diklasifikasikan berdasarkan waktu penyelesaiannya maka dapat 

dilihat pada tabel  sebagai berikut : 

No Jenis Perkara Total putus s/d 3 bulan 3 s/d 5 bulan 
Lebih dari 5 

bulan 
Total 

GUGATAN 

1 Cerai Talak 65 63 2 - 65 
2 Cerai Gugat 142 129 13 - 142 
3 Harta Bersama - - - - - 
4 Isbat Nikah 2 2 - - 2 
5 Izin Poligami 1 1 - - 1 
6 Penguasaan Anak - - - - - 

 

PERMOHONAN 

7 Dispensasi Kawin 105 105 - - 105 

8 Perwalian 2 2 - - 2 

9 Isbat Nikah 83 83 - - 83 

10 Asal Usul Anak 1 1 - - 1 

11 Penetapan Ahli Waris 6 6 - - 6 

12 Lain-lain 1 1 - - 1 

Jumlah 3 393 15 - 408 

 

3. Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi  dan PK 

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Putussibau menerima 1 perkara 

upaya Hukum Banding dan telah dicabut sebelum pemberitahuan akta 

banding kepada Terbanding, sedangkan perkara Kasasi maupun perkara 

Peninjauan Kembali tidak ada . 

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi 

Pengadilan Agama Putussibau pada tahun 2021 telah melaksanakan 

upaya mediasi terhadap 44 perkara, dengan rincian 1 perkara berhasil 

dimediasi, 5 perkara berhasil sebagian dan 7 perkara yang berhasil dimediasi 

dengan pencabutan perkara, selebihnya seb anyak 31 perkara tidak berhasil. 

Adapun penanganan mediasi pada Pengadilan Agama Putussibau 

sebagaimana tabel berikut  ini: 

Sisa 

mediasi 

tahun 

lalu 

Perkara 

mediasi 

Jumlah 

perkara 

yang 

dimediasi 

(1+2) 

Penyelesaian mediasi 

Mediasi 

berjalan  

(3- (7+8+9))  

Berhasil 

Tidak 

berhasil 

Tidak dapat 

dilaksanakan Berhasil 

seluruhnya 

Berhasil 

sebagian 

Berhasil 

dengan 

pencabutan  

Total 

(4+5+6)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 44 44 1 5 7 13 31 - - 
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5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi 

Pengadilan Agama Putussibau tidak menangani perkara tersebut.  

 

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan) 

1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum) 

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Putussibau mendapat alokasi dana 

untuk melaksanakan Pos Bantuan Hukum (posbakum) sebesar 

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ta rget layanan 

sebanyak 250 orang. Dana tersebut dapat direalisasikan seluruhnya atau 10 0 

% dengan jumlah layanan seban yak 275 orang. 

Adapun realisasi pelaksanaan posbakum Penga dilan Agama Putussibau 

dapat d ilihat pada tabel di bawah ini:  

Pagu Anggaran (Rp) 
Pelaksanaan 

Layanan 
Realisasi/Serapan (Rp) 

Sisa 

Anggaran 

Jumlah yang 

dilayani 

25.000.000 250 25.000.000 0 275 

 

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu 

a. Sidang Keliling Reguler  

Pada tahun 2021 berdasarkan DIPA Nomor DIPA-

005.04.2.402413/2021 tanggal 23 November 2020  Pengadilan Agama 

Putussibau mendapatkan alokasi anggaran sidang keliling sejumlah 

Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah). Selanjutnya untuk 

merealisasikan alokasi anggaran tersebut Ketua Pengadilan Agama 

Putussibau menerbitkan SK tempat pelaksanaan sidang keliling dengan 

nomor SK W14-A7/68/HK.00.8/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang 

Penetapan Lokasi Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Agama Putussibau 

yang berad a di 3 (tiga) tempat, yaitu:  

1. Kantor Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten 

Kapuas Hulu.  

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas 

Hulu. 

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas 

Hulu. 
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Adapun realisasi pe laksanaan sidang keliling tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Pagu 

Anggaran 

(Rp) 

Tempat Sidang Keliling 
Realisasi / 

Serapan (Rp) 

Sisa 

Anggaran 

Jumlah 

Kegiatan 

81.000.000 1 

 

 

 

2

. 

 

 

3

. 

 

Kantor Desa Semangut Utara, 

Kecamatan Bunut Hulu, 

Kabupaten Kapu as Hulu. 

 

Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas 

Hulu. 

 

Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Jongkong, Kabupaten Kapuas 

Hulu. 

81.000.000 0 34 

Kegiatan 

 

b. Sidang Keliling Pelayanan Terpadu 

Pada tahun 2021 berdasarkan DIPA Nomor DIPA-

005.04.2.402413/2021 tanggal 23 November 2020  Pengadilan Agama 

Putussibau mendapatkan alokasi anggaran P elayanan Sidang Terpadu 

sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya 

Pengadilan Agama Putussibau bekerja sama dengan Dinas 

Kependudukan dan Penca tatan Sipil serta Kementerian Agama 

Kabupaten Kapuas Hulu merealisasikan kegiatan tersebut dengan 

melaksanakan sidang terpadu sebanyak 2 (dua) kali kegiatan.  

Kegiatan tersebut dilaksan akan pada tanggal 7 April 2021 b ertempat 

di Aula Madrasah Aliyah Negeri Jongkong, Kecamatan Jongkong, 

Kabupaten Kapuas Hulu dan tanggal 7 Oktober 2021 bertempat di 

Gedung Serbaguna Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu 

dengan menyelesaikan sebanyak 33 perkara. Adapun rincian realisasi 

pelaksanaan kegiatan dapat diliha t pada tabel berikut:  
 

No 

Waktu dan 

tempat 

pelaksanaan 

Pagu 

Anggaran 

(Rp) 

Bantuan 

pihak 

ketiga 

Jumlah 

Perkara 

Penyelesaian perkara Akta 

Nikah 

yang 

Terbit 
Kabul Cabut Tolak 

Tidak 

diterima 
Gugur 

Dicoret 

dari 

register 

1 Rabu, 7 April 

2021 di Aula 

Madrasah 

Aliyah Negeri 

(MAN) 

Jongkong, 

Kabupaten 

Kapuas Hulu. 

7.500.000 - 15 15 - - - - - 15 
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2 Kamis, 7 

Oktober 2021 

di Gedung 

Serbaguna 

Desa Mujan, 

Kecamatan 

Boyang 

Tanjung, 

Kabupaten 

Kapuas Hulu. 

7.500.000 - 18 16 - - - 2 - 16 

 

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) 

Pengadilan Agama Putussibau pada tahun 20 21 mendapat alokasi dana 

sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada 

bulan Juli 2021 dana tersebut telah terealisasi 100% dengan men yelesaikan 

sebanyak 11 perkara. Adapun realisasi pelaksanaan perkara prodeo tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

Pagu Anggaran (Rp) Realisasi/Serapan (Rp) Sisa Anggaran 
Perkara yang 

disidangkan  

10.500.000 10.500.000 0 11 Perkara 
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BAB III 

SUMBER DAYA MANUSIA 
 

A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA 
Sampai dengan akhir Desember 2021, sumber daya manusia pada 

Pengadilan Agama Putussibau berjumlah 12 orang, terdiri dari :  

NO JABATAN JUMLAH 

1 Ketua 1 orang 

2 Wakil Ketua 1 orang 

3 Hakim 1 orang 

4 Panitera 1 orang 

5 Wakil Panitera 0 orang 

6 Panitera Muda Permohonan 1 orang 

7 Panitera Muda Gugatan 1 orang 

8 Panitera Muda Hukum 1 orang 

9 Panitera Pengganti 1 orang 

10 JuruSita 1 orang 

11 JuruSita Pengganti 0 orang 

12 Sekretaris 1 orang 

13 Kepala Subbagian Umum dan Keuangan  0 orang 

14 Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan 

Tata Laksana 

0 orang 

15 Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi 

dan Pelaporan 

1 orang 

16 PNS/Calon Hakim 0 orang 

17 Staf 0 orang 

18 Calon Pegawai Negeri Sipil 1 orang 
 

Jumlah sumber daya manusia tersebut, dapat dirinci berdasarkan :  

1. Kepangkatan/Golongan Ruang  

NO PANGKAT/GOL. RUANG JUMLAH 

1 Pengatur Muda (II/a) 0 orang 

2 Pengatur Muda Tk.I (II/b) 0 orang 

3 Pengatur (II/c) 1 orang 
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4 Pengatur Tk.I (II/d) 0 orang 

5 Penata Muda (III/a) 2 orang 

6 Penata Muda Tk.I (III/b) 1 orang 

7 Penata (III/c) 1 orang 

8 Penata Tk.I (III/d) 5 orang 

9 Pembina (IV/a) 2 orang 

10 Pembina Tk.I (IV/b) 0 orang 

11 Pembina Utama Muda (IV/c) 0 orang 

12 Pembina Utama Madya (IV/d) 0 orang 

13 Pembina Utama (IV/e) 0 orang 

2. Tingkat Pendidikan 

NO PANGKAT/GOL. RUANG JUMLAH 

1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 0 orang 

2 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 2 orang 

3 Diploma 3 (D-3) 0 orang 

4 Strata Satu ( S-1 ) 10 orang 

5 Strata Dua ( S-2 ) 0 orang 

6 Strata Tiga ( S-3 ) 0 orang 
 

B. MUTASI 

1. Mutasi Masuk 

Data mutasi (internal dan eksternal) masuk hakim dan pegawai 

Pengadilan Agama Putussibau tahun 2021, sebagai berikut :  

NO NAMA 
JABATAN LAMA/ 

SATUAN KERJA 

JABATAN BARU/ 

TMT MUTASI 

1 Nurminah, S.H.I. Panitera Muda 

Gugatan 

Panitera Muda 

Permohonan 

2 Hasim, S.H.I. Panitera Muda 

Hukum 

Panitera Muda 

Gugatan 

3 Utin Masayu, S.H. Panitera Muda 

Permohonan 

Panitera Muda 

Hukum 

4 Nike Dian Pertiwi, 

S.H. 
- 

CPNS Analis 

Perkara Peradilan 

 

 

 

 



 

 
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 15 

Pengadilan Agama  

Putussibau  

2. Mutasi Keluar 

Data mutasi keluar hakim dan pegawai Pengadilan Ag ama Putusssibau 

tahun 2021, sebagai berikut :  

NO NAMA JABATAN LAMA 

JABATAN BARU/ 

SATUAN KERJA/ 

TMT MUTASI 

1 Arsyad, S.H.I. Hakim Hakim Pengadilan 

Agama Sumbawa 

Besar Kelas IB 

3. Mutasi Kepangkatan 

Data kenaikan pangkat hakim dan pegawai Pengadilan Agama 

Putussibau periode April dan Oktober  2021 sebagai berikut :  

NO NAMA 
PERIODE 

(APRIL/OKTOBER) 

PANGKAT 

LAMA 

PANGKAT 

BARU 

1 Zulkifli, S.E.I. Oktober 2021 III/d IV/a 

2 Arsyad, S.H.I. April 2021 III/c III/d 

3 Abang Agus Sabli, S.H.I.  April 2021 III/c III/d 

 

4. Mutasi Kenaikan Gaji Berkala 

Data kenaikan gaji berkala hakim dan pegawai Pengadilan Agama 

Putussibau periode Maret, April dan Desember 2021 sebagai berikut :  

NO NAMA 
PERIODE 

(MAR/APR/DES) 

MASA KERJA 

TERAKHIR 

1 Zulkifli, S.E.I. April 2021 14 

2 Arsyad, S.H.I. April 2021 12 

3 Barra Muhammad Hilma 

Iskandar, S.H. 

Desember 2021 4 

4 H. Abi Hurairah, S.Ag. Desember 2021 20 

5 H. Hasim, S.H.I. Maret 2021 18 

 

C. PROMOSI 
Data promosi hakim dan pegawai Pengadilan Agama Putussibau tahun 2021, 

sebagai berikut :  

NO NAMA JABATAN LAMA 

JABATAN BARU/ 

SATUAN KERJA/ 

TMT MUTASI 

1 Nurminah, S.H.I. Panitera Muda 

Gugatan 

Panitera Muda 

Permohonan 

2 Hasim, S.H.I. Panitera Muda Hukum Panitera Muda 

Gugatan 
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3 Utin Masayu, S.H. Panitera Muda 

Permohonan 

Panitera Muda 

Hukum 

 

D. PENSIUN/PURNABAKTI 
Data pensiun/purnabakti hakim dan pegawai Pengadilan Agama Putussibau 

tahun 2021, sebagai berikut :  

NO NAMA JABATAN TMT PENSIUN 
MASA KERJA 

PENSIUN 
KET 

1 Supanut Kepala Sub Bagian 

Kepegawaian, 

Organisasi, Dan 

Tata Laksana  

April 2021 31 Tahun  

1 Bulan 

 

 

E. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT) 

1. Data sumber daya manusia teknis (Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan 

Kejurusitaan) Pengadilan Agama Putussibau yang telah mengikuti diklat/ 

bimtek/ FGD/ workshop tahun 2021, sebagai berikut:  

NO NAMA 

DIKLAT/ BIMTEK/ 

FGD/ 

WORKSHOP YANG 

DIIKUTI 

WAKTU 

(mulai-selesai) 
TEMPAT 

1 Ratna, S.H.I. Mengelola Stres Bekerja 

Di Peradilan 

11 Januari 2021 Online 

2 Barra Muhammad 

Hilma Iskandar, S.H. 

Coaching untuk 

Peradilan 

8 Februari 2021 Online 

3 Zulkifli, S.E.I. Berpikir Kreatif dan 

Inovatif 

10 Februari 

2021 

Online 

4 Barra Muhammad 

Hilma Iskandar, S.H. 

Berpikir Kreatif dan 

Inovatif 

10 Februari 

2021 

Online 

5 Barra Muhammad 

Hilma Iskandar, S.H. 

Coacing Untuk 

Mengembangkan 

Milenial 

11 Februari 

2021 

Online 

6 Barra Muhammad 

Hilma Iskandar, S.H. 

Pola Pikir Pertumbuhan 15 Februari 

2021 

Online 

7 Utin Masayu, S.H. Nfoupsjoh Lfmbt ª Lfmbt

Intensif Mahkamah 

Agung 2021 : Ilmu 

Jurnalistik 

17 Februari 

2021 

Online 

8 Utin Masayu, S.H. Pelatihan Online 

Kepemimpinan 

Pengawas (PKP) 

22 Februari 

2021 s/d 11 Juni 

2021 

 Online 
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9 Ratna, S.H.I Pelatihan Online 

Kepemimpinan 

Pengawas (PKP) 

22 Februari 

2021 s/d 11 Juni 

2021 

 Online 

10 Nurminah, S.H.I. Bimbingan Teknis 

Kepaniteraan 

7 Maret 2021 

s/d 9 Maret 

2021 

Pengadilan 

Tinggi 

Agama 

Pontianak 

11 H. Abi Hurairah, 

S.Ag. 

Bimbingan Teknis 

Kepaniteraan 

7 Maret 2021 

s/d 9 Maret 

2021 

Pengadilan 

Tinggi 

Agama 

Pontianak 

12 Barra Muhammad 

Hilma Iskandar, S.H. 

Pelatihan Online Basic 

Booklet Design With 

Adobe Indesign  

11 April 2021 

s/d 13 Apr il 

2021 

Online 

13 Zulkifli, S.E.I. Pelatihan Online Teknik 

Menyusun Resume 

Putusan Pengadilan 

(Executive Summary) 

5 Agustus 2021 

s/d. 6 Agustus 

2021 

Online 

14 H. Abi Hurairah, 

S.Ag. 

Pelatihan Teknis 

Yudisial 

Panitera/Panitera 

Pengganti 

16 Agustus 

2021 s/d 3 

September 

2021 

Online 

15 Ratna, S.H.I Pelatihan Teknis 

Yudisial 

Panitera/Panitera 

Pengganti 

16 Agustus 

2021 s/d 3 

September 

2021 

Online 

16 Zulkifli, S.E.I. Sekolah Pasar Modal 

Untuk Negeri 

Aspek Penegakan 

Hukum Pasar Modal 

serta Upaya 

Perlindungan Investro 

untuk Pertumbuhan 

Investasi Pasar Modal 

Indonesia 

20 September 

2021 dan 22 

September 

2021 

Online 

17 Zulkifli, S.E.I. Bimbingan Teknis 

Yustisial Hakim Tahun 

2021 

17 November 

2021 s/d 18 

November 2021 

Pengadilan 

Tinggi 

Agama 

Pontianak 

18 H. Abi Hurairah, 

S.Ag. 

Bimbingan Teknis 

Kepaniteraan 

17 November 

2021 s/d 18 

November 2021 

Pengadilan 

Tinggi 

Agama 

Pontianak 
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2. Data sumber daya manusia non teknis (Pejabat Kesekretariatan, PNS/ Cakim, 

Staf dan CPNS) Pengadilan Agama Putussibau yang telah mengikuti diklat/ 

bimtek/ FGD/ workshop tahun 2021, sebagai berikut :  

NO NAMA 

DIKLAT/ BIMTEK/ 

FGD/ 

WORKSHOP YANG 

DIIKUTI 

WAKTU 

(mulai-selesai) 
TEMPAT 

1 Eksani Bimbingan Teknis 

Teknologi Informasi 

7 Maret 2021 

s/d 9 Maret 

2021 

Pengadilan 

Tinggi 

Agama 

Pontianak 

2 Abang Agus Sabli, 

S.H.I. 

Bimbingan Teknis 

Perencanaan Anggaran 

15 Maret 2021 

s/d 17 Maret 

2021 

Pengadilan 

Tinggi 

Agama 

Pontianak 

3 Eksani Bimbingan Teknis 

Perencanaan Anggaran 

15 Maret 2021 

s/d 17 Maret 

2021 

Pengadilan 

Tinggi 

Agama 

Pontianak 

4 Abang Agus Sabli, 

S.H.I. 

Bimbingan Teknis 

Kepegawaian 

17 Maret 

2021s/d 19 

Maret 2021 

Pengadilan 

Tinggi 

Agama 

Pontianak 

5 Supanut Bimbingan Teknis 

Kepegawaian 

17 Maret 

2021s/d 19 

Maret 2021 

Pengadilan 

Tinggi 

Agama 

Pontianak 

6 Nike Dian Pertiwi, 

S.H. 

Bimbingan Teknis 

Kepegawaian 

17 Maret 

2021s/d 19 

Maret 2021 

Pengadilan 

Tinggi 

Agama 

Pontianak 

7 Abang Agus Sabli, 

S.H.I. 

Bimbingan Teknis 

Keuangan 

22 Maret 2021 

s/d 24 Maret 

2021 

Pengadilan 

Tinggi 

Agama 

Pontianak 

8 Muhammad Rifai Bimbingan Teknis 

Keuangan 

22 Maret 2021 

s/d 24 Maret 

2021 

Pengadilan 

Tinggi 

Agama 

Pontianak 

9 Nike Dian Pertiwi, 

S.H. 

Bimbingan Teknis 

Keuangan 

22 Maret 2021 

s/d 24 Maret 

2021 

Pengadilan 

Tinggi 

Agama 

Pontianak 
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10 Nike Dian Pertiwi, 

S.H. 

Latsar CPNS Distance 

Learning Melalui E-

learning Gelombang I 

Golongan III Angkatan I 

s/d XII Tahun 2021 

05 April 2021 

s/d 19 Juli 2021 

Online 

11 Abang Agus Sabli, 

S.H.I. 

Pelatihan Online 

Pengendalian Intern 

atas Pelaporan 

Keuangan (PIPK) 

02 Juli 2021 s/d 

6 Juli 2021 

Online 

12 Abang Agus Sabli, 

S.H.I. 

Bimbingan Teknis 

Kesekretariatan 

Pengendalian Intern 

atas Pelaporan 

Keuangan (PIPK) Tahun 

2021 

17 November 

2021 s/d 18 

November 2021 

Pengadilan 

Tinggi 

Agama 

Pontianak 
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BAB IV 

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA 

DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI 

INFORMASI 
 

A. PENGELOLAAN KEUANGAN 
Pengadilan Agama Putussibau memiliki 2 (dua) DIPA, yaitu ; Pertama dengan 

kode Satuan kerja 402412 dengan nomor DIPA 005.01.2.402412/2021 tanggal 

23 November 2020 dengan alokasi awal sebesar Rp.2.991.279.000,00 (dua 

milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan  

ribu rupiah) . Kedua, DIPA dengan Kode Satuan Kerja 402413 bernomor DIPA -

005.04.2.402413/2021 tanggal 23 November 2020 dengan alokasi awal sebesar 

Rp. 131.500.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah rupiah ). 

Pada tahun 2021, DIPA 005.01.2.402412 mengalami kenaikan sebesar Rp. 

62.101.000,00 (enam puluh dua juta seratus satu ribu rupiah) atau sebesar 6,210 

% hal ini disebabkan adanya kebijakan Mahkamah Agung untuk optimalisasi dan 

efisiensi anggaran untuk setiap satuan kerja demi mendukung terlaksana nya 

kegiatan satuan kerja baru.  

Berikut ini ditampilkan g rafik Perbandingan PAGU Anggaran  DIPA 

005.01.2.402412  tiga tahun terakhir mulai 2019 s/d 2021 sebagai berikut :  

 

Untuk DIPA-005.01.2.402412/2021 terdapat 3 (Tiga) kali revisi dimana revisi 

ke-1 tanggal 7  Oktober 2021, revisi Halaman III DIPA, revisi ke-2 tanggal 14 

Oktober 2021, Revisi POK PDAM dan revisi belanja pegawai, revisi ke -3 tanggal 

18 Nopember  2021, tambahan anggaran seragam dina s pegawai.  

 

2.711.629.000
2.929.178.000

2.991.279.000

2019 2020 2021

Alokasi Anggaran DIPA 402412
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Untuk lebih jelasnya perubahan PAGU DIPA Pengadilan Agama Putussibau 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Revisi Uraian 
Perubahan 

Total Pagu 
Semula Menjadi  

Awal Tanggal 23 November 2020 2.991.279.000,00 

Ke-1 Tanggal 7 Oktober 2021 2.991.279.000,00 

Penyesuaian revisi 

POK PDAM  

2.400.000,00 5.400.000,00 

Penyesuaian revisi 

pemeliharaan kantor 

34.800.000,00 40.465.000,00 

Beban Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

83.716.000 89.381.000 

 Rapat koordinasi 

Internal 

8.470.000 2.805.000  

Ke-2 Tanggal 14 Oktober 2021  2.723.659.000,00 

Revisi Belanja 

Pegawai 

2.087.480.000,00 1.829.580.000,00 

 Revisi Belanja Sewa 

Rumah Dinas Hakim 

51.840.000 42.120.000 

Ke-3 Tanggal 18 November 2021 2.733.339.000,00 

Penyesuaian revisi 

pakaian dinas 

Pegawai 

13.800.000,00 23.488.000,00 

 

Untuk DIPA-005.04.2.402413/2021 juga mengalami kenaikan 100% dari 

Pagu 2020 menjadi Rp. 131.500.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus 

ribu rupiah rupiah ), sebagaimana grafik berikut :  

 

Adapun rincian serapan/rea lisasi anggaran DIPA-005.01.2.402412/2021 dan 

DIPA-005.04.2.402413/2021 sebagai berikut :  

1. Belanja Pegawai 

Belanja Pegawai meliputi Belanja Pegawai mengikat dan tidak mengikat 

yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi 

dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak 

termasuk dalam Belanja Pegawai.  

Besaran anggaran atau Pagu Belanja Pegawai dalam DIPA Tahun 

Anggaran 2021 pada Pengadilan Agama Putussibau adalah sebesar Rp. 

50.250.000 65.250.000

131.500.000

2019 2020 2021

Alokasi Anggaran DIPA 402413
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2.087.480.000,00 (dua milyar delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan 

puluh ribu rupiah ) yang kemudian di revisi di bulan Oktober menjadi sebesar . 

Rp. 1.829.580.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima 

ratus delapan puluh ribu rupiah )Dari PAGU Belanja Pegawai Tahun 

Anggaran 2021, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan S urat 

Perintah Membayar / Surat Perintah Pencairan Dana (SPM/SP2D) yang telah 

diterbitkan adalah s ebesar Rp. 1.617.333.816,00 (satu milyar enam ratus 

tujuh belas juta tiga ratus tiga pul uh tiga ribu delapan ratus enam belas 

rupiah). 
 

Berdasarkan PAGU anggaran untuk Belanja Pegawai yang telah diterima 

dan anggaran yang telah terealisasi, dengan rincian sebagai berikut :  

Kode 

akun 
Uraian Belanja Pagu Anggaran 

Realisasi/ 

serapan 

Sisa 

anggaran 

511111 Belanja Gaji Pokok 

PNS 
650.000.000 603.655.960 46.344.040 

511119 Belanja Pembulatan 

Gaji PNS  
17.000 9.085 7.915 

511121 Belanja Tunjangan 

Suami/ istri PNS 
55.000.000 49.818.820 5.181.180 

511122 Belanja Tunjangan 

Anak PNS 
27.425.000 19.195.740 8.229.260 

511123 Belanja Tunjangan 

Struktural PNS 
20.000.000 15.890.000 4.110.000 

511124 Belanja Tunjangan 

Fungsional PNS 
699.566.000 655.780.000 43.786.000 

511125 Belanja Tunjangan 

PPh PNS 
80.000.000 77.000.805 2.999.195 

511126 Belanja Tunjangan 

Beras PNS 
42.000.000 40.844.880 1.155.120 

511129 Belanja Uang Makan 

PNS 
185.592.000 93.273.700 92.318.300 

511151 Belanja Tunjangan 

Umum PNS 
5.180.000 2.405.000 2.775.000 

511157 Belanja Tunjangan 

Kemahalan Hakim 
64.800.000 58.050.000 6.750.000 

JUMLAH 1.829.580.000 1.615.923.990 213.656.010 

 

Data perbandingan  antara realisasi dan sisa dana untuk belanja pegawai 

dapat dilihat bahwa t otal anggaran yang diserap dari PAGU Belanja Pegawai 

sebesar 88,32% dari total PAGU yang tersedia.  

2. Belanja Barang 

Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang 

habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya 
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pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian Belanja Barang 

dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, s edangkan 

penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya 

dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja 

(RAB). Belanja Barang meliputi Belanja Barang mengikat maupun  Belanja 

Barang tidak mengikat.  

Besaran total anggaran atau PAGU Belanja Barang dalam DIPA Tahun 

Anggaran 2021 pada Pengadilan Agama Putussibau adalah sebesar Rp. 

853.259.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh 

sembilan ribu rupiah).  Dari PAGU tersebut, anggaran yang terse rap atau 

terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp. 

813. 864.543,00 (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh 

empat ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah). Maka, total anggaran yang 

diserap dari PAGU Belanja Barang sebesar 95,38% dari total PAGU yang 

tersedia. Secara rinci, realisasi penyerap an anggaran untuk Belanja Barang 

Tahun 2021 sebagai berikut :  

Kode akun Uraian belanja 
Pagu 

Anggaran 

Realisasi/ 

serapan 
Sisa anggaran 

521111 Belanja Keperluan 

Perkantoran 
147.163.000 147.163.000 0 

521119 Belanja Barang 

Operasional 
15.000.000 15.000.000 0 

521811 Belanja Barang 

Persediaan/Barang 

Konsumsi 

40.000.000 39.979.000 21.000 

521111 Belanja Keperluan 

Perkantoran 
189.950.000 168.838.189 21.111.811 

521114 Belanja Pengiriman 

Surat Dinas  
2.400.000 2.368.400 31.600 

522111 Belanja Langganan 

Listrik 
61.200.000 61.186.000 14.000 

521112 Belanja Langganan 

Telepon 
3.180.000 665.655 2.514.345 

522113 Belanja Langganan 

Air (PDAM/TANGKI) 
5.400.000 3.730.900 1.669.100 

522141 Belanja Sewa 42.120.000 32.400.000 9.720.000 

523111 Belanja Pemeliharaan 

Gedung dan 

Bangunan 

71.600.000 71.600.000 0 

523119 Belanja Pemeliharaan 

Gedung dan 

Bangunan 

14.000.000 14.000.000 0 

523121 Belanja Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 
89.381.000 88.207.500 1.173.500 
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521115 Belanja Honor 

Operasional Lainnya 
39.000.000 39.000.000 0 

521119 Belanja Barang 

Operasional Lainnya 
23.480.000 23.480.000 0 

521119 Belanja Barang 

Operasional Lainnya 
1.540.000 770.000 770.000 

521119 Belanja Barang 

Operasional Lainnya 
2.805.000 2.800.000 5.000 

524111 Belanja Penjalanan 

Biasa 
93.120.000 92.824.999 295.001 

524111 Belanja Penjalanan 

Biasa 
6.920.000 6.875.900 44.100 

521241 Belanja Barang Non 

Operasional 
5.000.000 2.975.000 2.025.000 

JUMLAH 853.267.000 813.864.543 39.394.457 
 

3. Belanja Modal 

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan 

pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.  

Selama tahun anggaran 2021, Pengad ilan Agama Putussibau mendapat 

PAGU Belanja Modal untuk program peningkatan sarana dan prasarana 

adalah sebesar Rp. 50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah). Dari 

PAGU tersebut, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan 

SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp. 44.737.000,00 (empat 

puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)  atau sebesar 88,59% 

dari total PAGU yang tersedia. Berdasarkan PAGU anggaran untuk Belanja 

Modal yang telah diterima dan anggaran yang tel ah terealisasi, tercatat total 

sisa anggaran sebagai berikut :  

Kode akun Uraian belanja 
Pagu 

Anggaran 

Realisasi/ 

serapan 
Sisa anggaran 

532111 Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin 
50.500.000 44.737.000 5.763.000 

 

Belanja modal ini dipergunakan untuk membeli 3 buah Personal Computer 

(PC) dan 1 buah Laptop  dengan rincian sebagai berikut :  

NO Jenis Barang Kuantitas Satuan  Harga Satuan  Total 

1 LENOVO NOTEBOOK 

IDEAPAD 3 14ITL6 I5 4G 

4G 1T 10S 

MTM.82H700BNID 

1 

 

Unit 

 

13.000.000,00 

 

13.000.000,00 

 

2 ASUS ALL IN ONE 

V222FAK-BA541T 

3 Unit 

 

10.579.000,00 31.737.000,00 

 

Jumlah 44.737.000,00 
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4. Program Peningkatan Manajemen Peradilan 

Program ini merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 

yakni pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan 

yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan, Layanan Bantuan Hukum serta Pelayanan Terpadu Sidang 

Keliling dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan / Buk u Nikah dan Akta 

Kelahiran (sidang terpadu) yang dianggarkan dalam DIPA-

005.01.2.402413/2021. 

Dari total Pagu yang telah dianggarkan telah terserap untuk program 

Peningkatan Manajemen Peradilan sebesar 99.32% dengan rincian sebagai 

berikut :  

Kode 

akun 
Uraian belanja 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi/ 

serapan 

Sisa 

Anggaran 

521219 Belanja Barang Non 

Operasional 

Lainnya/Pembebasan 

Biaya Perkara 

10.500.000 10.500.000 0 

521219 Belanja Barang Non 

Operasiona 

Lainnya/Sidang Di 

Luar Gedung 

81.000.000 81.000.000 0 

521513 Belanja Layanan 

Bantuan Hukum 
25.000.000 25.000.000 0 

522141 Belanja Layanan 

Sidang Terpadu 
15.000.000 14.100.000 900.000 

JUMLAH 131.500.000 130.600.000 900.000 

Berdasarkan laporan realisasi anggaran diatas, maka realisasi anggaran 

belanja negara Pengadilan Agama Putussibau adalah sebagai berikut :  

Kode 

akun 
Uraian belanja 

Pagu 

Anggaran 

Realisasi/ 

serapan 

Sisa 

Anggaran 

Persentase 

Realisasi 

DIPA-005.01.2.402412/2021 ° Badan Urusan Administrasi  

51 Belanja Pegawai 1.829.580.000 1.615.923.990 213.656.010 88,32% 

52 Belanja Barang  853.267.000 813.864.543 39.394.457 95,38% 

53 Belanja Modal  50.500.000 44.737.000 5.763.000 88,59% 

JUMLAH 2.733.347.000 2.475.935.359 257.403.641 90,58% 

DIPA-005.01.2.402413/2021 ° Ditjen Badilag  

521219 Pembebasan 

Biaya Perkara 
10.500.000 10.500.000 0 100% 
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521219 Sidang Di Luar 

Gedung 
81.000.000 81.000.000 0 100% 

521513 Layanan Bantuan 

Hukum 
25.000.000 25.000.000 0 100% 

522141 Layanan Sidang 

Terpadu 
15.000.000 14.100.000 900.000 94% 

JUMLAH 131.500.000 130.600.000 900.000 99,32% 

Selain anggaran yang diterima dari DIPA, ada juga a nggaran biaya yang 

bersumber dari pihak berperkara (Biaya  Proses/Biaya Perkara) besaran biaya 

perkara telah ditetapkan berdasarkan  keputusan Ketua Pengadilan Agama 

Putussibau. Berikut laporan keuangan perkara di Pengadilan Agama Putussibau:  

No Uraian  

Jumlah 

Penerimaan  Pengeluaran  

1 Saldo awal 5.023.000  

2 Penerimaan 465.005.000  

3 Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*)  30.375.000 

4 Biaya Panggilan  252.215.000 

5 Biaya Penerjemah  - 

6 Biaya Pemberitahuan  53.501.000 

7 Biaya Sita  - 

8 Biaya Pemeriksaan setempat  0 

9 Biaya Sumpah  0 

10 Biaya Pengiriman  0 

11 Materai  4.142.000 

12 PNBP   

 Biaya Pendaftaran  11.870.000 

 Redaksi   3.970.000 

 PNBP Lain-lain  9.490.000 

13 Pengembalian Sisa Panjar  101.150.000 

14 Biaya Lain-lain  0 

JUMLAH 470.028.000 466.713.000 

1 Saldo Akhir  3.315.000 

2 Saldo Bank  2.095.000 

3 Saldo Kas Tunai  1.220.000 

JUMLAH 470.028.000 470.028.000 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019, terdapat 2 jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Pengadilan Agama atau 

Pengadilan Tingkat Pertama, yakni Hak Kepaniteraan dan Hak Kepaniteraan 

Lainnya yang rinciannya sebagai berikut :  
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NO Jenis PNBP Total 

HAK-HAK KEPANITERAAN 

1 Pendaftaran Tingkat Pertama                                    11.870.000 

2 Pendaftaran Banding                   50.000 

3 Penyerahan Akta Banding 10.000 

4 Pencabutan Banding  10.000 

5 Pendaftaran Kasasi                    - 

6 Pendaftaran PK                    - 

7 Redaksi 3.970.000 

8 Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon/ 

Pelawan/Pembantah 

5.590.000 

9 Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon/ 

Terlawan/Terbantah 

2.010.000 

10 Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/ 

Pemohon/Pelawan/Pembantah 

50.000 

11 Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada 

Tergugat/Terlawan/ Terbantah 

1.570.000 

12 Relaas Pemberitahuan isi Putusan (PBT) ke Pembanding - 

13 Relaas Pemberitahuan isi Putusan (PBT) ke Terbanding - 

14 Surat Pencabutan Gugatan/Permohonan 220.000 

15 Relaas Pemberitahuan Pencabutan gugatan  50.000 

Jumlah 25.400.000 

HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA  

1 Pengesahan surat di bawah tangan  - 

2 Penyerahan turunan/ salinan putusan /penetapan 

pengadilan  

1.208.500 

3 Pencatatan Pembuatan Akta dan berita acara 

penyumpahan di lua r putusan pengadilan  

- 

4 Penyimpanan dan Penyerahan kembali uang,  surat 

berharga, dan barang yang disimpan di Kepaniteraan  

- 

5 Akta atau surat keterangan asli yang dibuat di 

kepaniteraan di luar perkara  

- 

6 Penerbitan dan Penyerahan 

Akta Cerai yang Dibuat di Kepaniteraan pada 

Pengadilan Agama 

2.790.000 

7 Pendaftaran surat kuasa/ kuasa insidentil untuk mewakili 

pihak yang berperkara di Pengadilan  

- 

8 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera 

Badan Peradilan 

1.250.000 

JUMLAH 5.248.500 
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B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

1. Matrik Sarana/Prasarana 

a. Tanah 

Jumlah Tanah pada Pengadilan Agama Putussibau sebanyak 2 (dua) 

bidang dengan  rincian sebagai berikut :  

Uraian Jumlah Kodisi (B/RR/RB) 

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1 Baik 

Tanah Bangunan Fasilitas Tempat 

Tinggal Lainnya 

1 Baik 

 

b. Gedung dan Bangunan  

1) Rumah Negara 

Golongan II Type B 

Permanen 

Kondisi 

(B/RR/RB) 

Golongan II Type 

C Permanen 

Kondisi 

(B/RR/RB) 

1 unit baik - - 

2) Pagar Permanen dan Pos jaga Permanen 

Pagar Permanen Kondisi 

(B/RR/RB) 

Pos Jaga 

Permanen 

(Ada/Tidak Ada) 

Kondisi 

(B/RR/RB) 

2 Unit Baik Ada Baik 

 

c. Kendaraan Dinas 

Jumlah kendaraan dinas Pengadilan Agama Putussibau adalah 10 

(sepuluh) unit dengan  rincian sebagai berikut :  

Kendaraan 

Roda 4 

Kondisi (B/RR/RB) Kendaraan 

Roda 2 

Kondisi (B/RR/RB) 

2 Unit - Kondisi Baik 

sebanyak 1 unit  

- Kondisi Rusak 

Ringan 

sebanyak 1 Unit 

8 Unit - Kondisi Baik 

sebanyak 7 Unit  

- Kondisi Rusak 

Ringan 

sebanyak1 Unit 

 

d. Laptop, P.C. Unit, dan Printer 

Berikut data Laptop, P.C. Unit, dan Printer: 

Lap 

top* 

Kondisi 

(B/RR/RB) 

P.C. 

Unit* 

Kondisi 

(B/RR/RB) 

Print

er* 

Kondisi 

(B/RR/RB) 

20 

Unit 

- Kondisi 

Baik15 Unit 

19 

Unit 

- Kondisi 

Baik 12 Unit 

12 

Unit 

- Kondisi 

Baik 
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- Kondisi 

Rusak 

Ringan 2 

Unit 

- Kondisi 

Rusak Berat 

3 unit 

- Kondisi 

Rusak 

Ringan 5 

Unit 

- Kondisi 

Rusak Berat 

2 unit 

sebanyak 9 

Unit 

- Kondisi 

Rusak 

Ringan 2 

Unit 

- Kondisi 

Rusak Berat 

1 unit 

 

2. Daftar Belanja Modal / Pengadaan  

Berikut data belanja modal tahun 202 1 pada Pengadilan Agama Putussibau:  

No Nama Pengadaan Jumlah (Unit) 

1 Pengadaan Laptop  1 Unit 

2 Pengadaan P.C 3 Unit 

 

3. Penetapan Status Penggunaan 

Sampai pada tahun 2021 Pengadilan Agama Putussibau sudah mengajukan 

permohonan PSP berupa tanah/bangunan/BMN sampai dengan Rp 

100.000.000/kendaraan dengan rincian sebagai berikut:  

No Aset Kuantitas 
Sudah PSP 

(unit) 

Belum PSP 

(unit) 

1. Tanah 2 2 unit 0 unit 

2. Bangunan 6 5 unit 1 unit 

3. STB yang memiliki bukti 

kepemilikan (kendaraan)  

10 10 unit 0 unit 

4. STB yang tidak memiliki bukti 

kepemilikan (BMN sampai 

dengan Rp 100.000.000) 

selain kendaraan 

1.250 1.187 unit 63 unit 

 

4. Penghapusan Barang Milik Negara  

Sampai Akhir tahun 2021 Pengadilan Agama Putussibau belum melakukan 

penghapusan BMN , pada aplikasi SIMAK-BMN. 

C. PENGELOAAN TEKNOLOGI INFORMASI 

1. Implementasi E-court  

E-Court atau yang lebih akrab dengan istilah peradilan secara  elektronik 

merupakan terobosan yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung dibidang 

administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan memanfaatkan 
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teknologi informasi (TI) dengan berlandaskan pada Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Adm inistrasi Perkara di Pengadilan 

secara Elektronik. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan 

peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan 

dan perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat 

dan efisien. 

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sendiri mengatur mengenai pengguna, 

pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para 

pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Menurut PERMA Nomor 3 

Tahun 2018, pengguna yang dapat beracara menggu nakan e-Court hanya 

pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi 

di Pengadilan Tinggi. Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 pun belum 

mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Maka dari itu, Mahkamah 

Agung mengeluarkan Pera turan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 

tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari keluarnya peraturan terbaru 

tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi e-Court 

dengan menambahkan menu e-litigation (persidangan secara elektronik).  

Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Surat 

Keputusan Ketuan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang 

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik. Selajutnya hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis tersebut 

diatur secara khusus dalam Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama 

Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara 

Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.  

 

Tampilan e-court PA Putussibau 
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Dengan terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019, pengguna e-Court akan 

menjadi 2 (dua) kategori yaitu Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Untuk 

Pengguna Lain, akun didapatkan melalui meja e-Court pada pengadilan.  

E-Court Mahkamah Agung RI bisa diakses di situs 

ecourt.mahkamahagung.go.id , tercakup layanan sebagai berikut:  

a. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) 

Pendaftaran perkara online  dapat melalui Kuasa Hukum/Advokat 

(Pengguna Terdaftar), juga dapat dilakukan melalui pengguna biasa (non 

Advokat / Pengguna Lain). Untuk Pendaftaran e -Court sebagai Non 

Advokat (Pengguna Lain), maka pendaftar dapat datang ke meja e -Court 

layanan PTSP di kantor Pengadilan Agama Putussibau. Jenis perkara 

yang dapat di daftar melalui e -Court yaitu Perkara Perdata Gugatan, 

Perkara Perdata Bantahan, Perkara Perdata Gugatan Sederhana dan 

Perkara Perdata Permohonan. 

b. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) 

Untuk kelancaran dalam mendukung progr am e-court, Mahkamah Agung 

RI bekerja sama dengan bank pemerintah dalam hal manajemen 

pembayaran biaya pa njar perkara. Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk 

menyediakan virtual account   (nomor pembayaran) sebagai sarana 

pembayaran kepada pengadilan tempat  mendaftar perkara.  

c. E-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online) 

Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para 

pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi 

panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e -court. 

d. E-Litigation (Persidangan secara Online)  

Aplikasi yang mendukung dalam hal persidangan secara elektronik 

(online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan 

seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan secara elektronik.  

Di tahun 2021 Pengadilan Agama Putussibau telah menerima perkara 

secara e-court sebanyak 70 Perkara yang semuanya merupakan pengguna 

lain, dari 70 perkara tersebut Perkara Gugatan sebanyak 44 Perkara dan 

Perkara Permohonan sebanyak 26 Perkara. 

Jenis perkara Diterima 

Dicabut  

Diputus Sisa/ 

Masih 

Dalam 

Proses 

Gugatan Permohonan 
Pengguna 

Terdaftar 

Pengguna 

lainnya 

Secara 

Elektronik 

Secara 

Biasa 

44 26 - 70 - 70 - - 
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2. Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) 

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung RI mengubah arah kebijakannya 

untuk menjadikan alat pengolah data yang dikelola oleh masing -masing 

peradilan tersebut menjadi terintegrasi dalam satu aplikasi yang dapat 

digunakan oleh 4 lingkungan peradilan yang kemudian dinamakan dengan 

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). 

Aplikasi ini telah mulai dipergunakan secara resmi di seluruh peradilan 

agama pada awal tahun 2016 sesuai dengan himbauan Surat Dirjen Badilag 

No. 458/DJA/HM.02.3/2/2016, tanggal 11 Feb 2016, tentang Implementasi 

Aplikasi SIPP Versi 3.3.0.1 di Lingkungan Peradilan Agama.  

Aplikasi SIPP dibuat berdasarkan mekanisme Pola Bindalmin sesuai 

KMA/001/SK/1991 melalui berbagai proses kajian dan penyesuaian sehingga 

menjadi aplikasi yang comfortible, compatible, user friendly, user easily , dan 

bisa memuat seluruh bentuk dan jenis perkara yang ditangani. Bukan hanya 

sebagai aplikasi pengolah dokumen, aplikasi ini juga dilengkapi format -format 

pelaporan perkara. Seiring perkembangannya, melalui berbagai proses 

penyesuaian, saat ini aplikasi SIPP semakin dikembangkan. 

Sosialisasi dan DDTK penggunaan SIPP telah dilaksanakan, dan semua 

user (penguna) telah mengimplementasikan sesuai dengan tupoksinya 

masing-masing mulai dari proses pendaftaran sampai dengan penyerahan 

produk pengadilan, bahkan sebagian draf pelapo ran perkara telah 

menggunakan aplikasi SIPP sedangkan sebagian lainnya masih belum 

tercover dalam aplikasi.  

Sampai dengan bulan Desember 2021  Aplikasi SIPP Pengadilan Agama 

Putussibau telah menggunakan versi 4.1 .1 yang merupakan versi terakhir 

(terupdate) yang dirilis tim pengembang SIPP Mahkamah Agung RI.  

 

Tampilan SIPP PA Putussibau 
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Selain itu, aplikasi SIPP juga telah membantu jurusita/ jurusita pengganti 

dalam hal penyampaian permintaan bantuan relaas panggilan /pemberitahuan 

delegasi baik dari dan keluar Pengadilan Agama Putussibau (delegasi masuk 

dan delegasi keluar).  

 Manfaat SIPP pun tidak hanya dapat dirasakan oleh satuan kerja 

masing-masing, namun dapat juga diakses oleh publik, karena SIPP tel ah 

mempublikasikan versi web yang secara rutin dilakuka n singkornisasi dan 

dapat diakses pada link http://sipp.pa -putussibau.go.id  atau dengan 

mengunjugi website resmi Pengadilan Agama Putussibau ( https://pa-

putussibau.g o.id)  

 

Tampilan SIPP WEB PA Putussibau  
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https://pa-putussibau.go.id/
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BAB V 

PENINGKATAN 

PELAYANAN PUBLIK 
  

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM) 

1. Latar Belakang 

Akreditasi (accreditation ) adalah mendapat pengakuan/ penilaian dari 

lembaga yang berwenang atau secara umum dikenal dikala ngan masyarakat 

internasional adalah Standar Sertifikasi ISO 9001:2015 yaitu standar 

internasional di bidang sistem manajemen mutu dalam suatu organisasi 

seperti pengadilan.  

Akreditasi Pengadilan dapat diartikan sebagai pengakuan resmi dari 

Pemerintah kepada Pengadilan tersebut yang telah memenuhi standar 

pelayanan terhadap pencari keadilan/pengguna jasa pengadilan. Setiap 

pengadilan wajib diakreditasi minimal 3 tahun sekali. Akreditasi pengadilan 

diperlukan sebagai cara efektif untuk mengevaluasi mutu suat u pengadilan 

dengan penetapan standar -standar mutu pelayanan. Penilaian akreditasi di 

Indonesia dilakukan oleh lembaga independen yang diakui oleh pemerintah.  

Pengadilan Agama Putussibau pertama kali mendapat Sertifikasi 

Akreditasi Penjaminan Mutu Pada tahvo 3129 efohbo ojmbj B ªfydfmmfou¸, qbeb

tahun 2021 ini Pengadilan Agama Putussibau telah selesai dilaksanakan 

surveillence tahap III dengan pedoman terbaru Akreditasi Penjaminan Mutu.  

Tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang baik 

dan bermutu menjadi salah satu pemicu Pengadilan Agama/Mahkamah 

Tzbs'jbi vouvl cfsmpncb-lomba dalam memperoleh pengakuan bagi kualitas 

pelayanan peradilan yang diberikan.  

2. Dasar Hukum 

Dasar Hukum yang mengatur tentang Akreditasi Penjaminan Mutu Badan 

Peradilan Agama antara lain adalah :  

1. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 
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2077.a/DJA/OT.01.3/SK/10/2018,   tanggal   4  Oktober   2018   Tentang   Tim 

Penyusunan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan 

Agama. 

2. Keputusan Direktur Jendera l Badan Peradilan Agama Nomor 

2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018, tanggal 6 Oktober 2018 Tentang 

Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan 

Agama. 

3. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 

Nomor : 3595/DjA.2/OT.01.2/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 Hal 

Pelaksanaan Observasi/Wawancara Asesmen Akreditasi Penjaminan 

Mutu oleh Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2021.  

3. Sistem Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) 

Kriteria Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dapat dil ihat dalam 

matrik dibawah ini :  

No Kriteria Bobot Nilai 

1 LEADERSHIP/ KEPEMIMPINAN  200 200 

2 CUSTOMER FOCUS/ FOKUS PENGGUNA  200 200 

3 PROCESS MANAGEMENT/ MANAJEMEN 

PROSES  

200 200 

4 STRATEGIC PLANNING/ RENCANA 

STRATEGIS  

100 100 

5 RESOURCES MANAGEMENT/ MANAJEMEN 

SUMBERDAYA  

100 100 

6 DOCUMENT SYSTEM/ SISTEM DOKUMEN  100 100 

7 PERFORMANCE RESULT/ HASIL KINERJA  100 100 

 JUMLAH NILAI 1.000 1.000 
. 

Scoring 

NO SKOR KRITERIA ARTI 

1 0 - 250 D DISCLAIMER 

2 251 - 500 C IMPROVEMENT COMMITMENT 

3 501 - 700 B PERFORMANCE MANAGEMENT 

4 701 - 1000 A BUSINESS EXCELLENCE 
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4. Struktur Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) 

Struktur Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama 

Putussibau berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama 

Putussibau Nomor W14-A7/ 493/OT.01.3/IV/2021 tanggal 6 April 2021  adalah: 

 

Adapun rincian tugas dan tanggung jawab Tim Penjaminan Mutu tersebut 

sebagaimana tabel berikut:  

NO 
JABATAN DALAM 

SISTEM  APM 
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

1 Top Manajemen 1. Mengupayakan dan menjamin lingkun gan kerja 

yang terkendali  

2. Menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu 

pada Pengadilan Agama Putussibau  

3. Memastikan kebijakan dan sasaran mutu yang 

telah ditetapkan dipahami dan dilaksanakan.  

4. Mengkomunikasikan pentingnya pelaksanaan 

standar pelayanan dan kete ntuan yang berlaku 

kepada semua jajaran di Pengadilan Agama 

Putussibau 

5. Memastikan tersedianya sumber daya yang 

diperlukan 

6. Memastikan bahwa persyaratan para pihak 

pencari keadilan ditetapkan dan dipenuhi untuk 

mencapai kepuasan para pihak.  
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7. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan 

wewenang. 

8. Memastikan agar komunikasi dengan bawahan 

berjalan lancar.  

9. Memfasilitasi rapat peninjauan manajemen 

secara berkala untuk memastikan penerapan 

system akreditasi penjaminan terlaksana secara 

berkesinambungan  

 

2. Ketua TPM 1. Menjamin sistem penjaminan mutu dilaksanakan 

secara efektif pada semua fungsi.  

2. Menjamin sistem manajemen mutu 

dipertahankan 

3. Membina hubungan baik pihak ekternal untuk 

hal-hal yang berkaitan dengan sistem 

manajemen penjaminan mutu 

4. Menyelenggarakan program pe ndukung untuk 

membudayakan kesadaran manajemen mutu 

kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama 

Putussibau. 

5. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman 

pegawai dalam sistem penjaminan mutu.  

6. Melakukan koordinasi kegiatan audit internal dan 

survey kepuasan pelanggan.  

7. Melaporkan hasil kerja pelaksanaan manajemen 

mutu kepada top manajemen.  

3. Sekretaris TPM 1. Membantu tugas-tugas dari penanggung jawab 

akreditasi 

2. Melaksanakan pengadministrasian dan 

pengarsipan yang berkaitan dengan tugas -

tugas sebagai sekretaris TPM. 

 

4.  Tim Assessor 

Internal 

1. Melakukan audit internal untuk memastikan 

manajemen mutu telah diimplementasikan 

secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang 

telah direncanakan secara sistematis, obyektif, 

terencana serta mengedepankan integritas dan 

independensi.  
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2. Membuat rencana audit dengan 

mempertimbangkan tingkat kepentingan dan 

kekritisan unit yang akan diaudit.  

3. Mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu.  

4. Melaporkan hasil audit kepada ketua TPM 

5. Tim Survei 

Kepuasan 

Masyarakat 

1. Mengindentifikasi serta memahami persyaratan 

yang diminta oleh setiap pencari keadilan pada 

Pengadilan Agama Putussibau 

2. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan 

kepada seluruh unit pelaksana mengenai 

persyaratan pencari keadilan  

3. Melakukan survey kepuasan pelanggan secara 

berkala 

4. Membuat laporan hasil survey indeks kepuasan 

masyarakat pencari keadilan dan 

melaporkannya kepada Top Manajemen serta 

Ketua TPM. 

6. Pengendali 

Dokumen 

1. Membantu tugas-tugas dari penanggung jawab 

akreditasi. 

2. Menjamin ketertiban dan kerapihan semua 

dokumen Akreditasi Penjaminan Mutu. 

3. Memastikan semua dokumen yang berkenaan 

dengan Akreditasi Penjaminan Mutu berjalan 

secara terkendali dan terkontrol dengan baik.  
 

5. Pelaksanaan Assessment  

Pengadilan Agama Putussibau telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan 

Mutu (APM) dimulai sejak 6 April 2021 dengan dikeluarkannya Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Nomor: W14-A7/493/OT.01.3/IV/2021, tentang 

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Putussibau Tahun 

2021 sampai dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada tanggal 4 

November 2021. 

a) Pelaksanaan Assessment Internal Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) 

Pelaksanaan Assessment Internal dilaksanakan pada tanggal 30 

September 2021 dengan capaian sebagai berikut:  

No Kriteria Bobot Nilai 

1 LEADERSHIP/ KEPEMIMPINAN  200 200 

2 CUSTOMER FOCUS/ FOKUS PENGGUNA  200 198 
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3 PROCESS MANAGEMENT/ MANAJEMEN 

PROSES  

200 200 

4 STRATEGIC PLANNING/ RENCANA STRATEGIS  100 100 

5 RESOURCES MANAGEMENT/ MANAJEMEN 

SUMBERDAYA  

100 100 

6 DOCUMENT SYSTEM/ SISTEM DOKUMEN  100 100 

7 PERFORMANCE RESULT/ HASIL KINERJA  100 100 

 JUMLAH NILAI 1.000 998 

PEROLEHAN AKREDITASI ªB¸ (CVTJOFTT FYDFMMFODF) 

b) Pelaksanaan Assessment Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu 

Pengadilan Agama Putussibau mendapatkan jadwal assessment 

surveillance pada tanggal 1 sampai dengan 2 November 2021.  

Kemudian melalui Surat Tugas dari Pengadilan Tinggi Agama 

Pontianak Nomor W14-A/1966/HM.01.1/X/2021 Tanggal 1 Nopember 2021 

menugaskan Tuti Yuliarti, S.H. dan Shanty Hermawati, S.T, sebagai 

pendamping assesor . H. Nursani, S.H. (lead assessor). 

c) Hasil Assessment Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu 

Hasil Assesment Surveillance Pengadilan Agama Putussibau pada 

tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Agama Mahkamah Agung RI . Pengadilan Agama Putussibau berharap 

hasil yang diperoleh nantinya tetap mempertahankan nilai APM yang 

dilaksanakan pada tahun 20 20 zboh mbmv zbloj ªB¸ Fydfmmfou/ 

 

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 

pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap 

awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui 

satu pintu. 

1. Dasar Hukum 

Á Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

Á Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

Á Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Á SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang 

Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama  

Á SK Ketua Pengadilan Agama Putussibau tentang Tim Implementasi 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama 

Putussibau 
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2. Tujuan 

PTSP bertujuan: 

Á Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat  dan biaya ringan;  

Á Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan 

bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan; dan  

Á Menjaga independensi dan imparsialitas aparatur Pengadilan  

3. Prinsip 

PTSP dilaksanakan dengan prinsip: 

Á Integritas 

Á Koordinasi 

Á Efisiensi 

Á Efektivitas 

Á Aksesibilitas 

Á Transparansi, dan 

Á Akuntabilitas 

4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup PTSP Pengadilan Agama Putussibau meliputi seluruh 

pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 

Putussibau sebagaimana diatur dalam Surat Keputusa n Direktur Jenderal 

Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 1403.b/DJA/SK//OT.01.3/8/2018 

Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan 

Agama. 

5. Penyelenggara 

Melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Putussibau Nomor W14-

A7/412.a/HK.00.8/VI/2021, Struktur PTSP Pengadilan Agama Putussibau 

sebagaimana tabel berikut ini:  

No 
Nama/ Jabatan 

Kedinasan 

Jabatan 

Dalam 

Strutural 

PTSP 

Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang  

1. Achmad Syauqi, 

S.H.I./ 

Ketua 

Pengarah 

PTSP 

Tugas dan Tanggungjawab:  

Â Membentuk tim pengelola PTSP 

Â Mengarahkan dan membina 

Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas 

PTSP 

Â Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh 

aparat pengadilan  

Â Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit 

kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Agama yang membidangi P TSP 

Â Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan 

PTSP 
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Wewenang 

Â Meminta laporan pengeolaan PTSP secara 

periodik maupun insidentil kepada 

Penanggungjawab PTSP 

Â Memberikan teguran kepada 

Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas 

PTSP 

Â Mengganti anggota tim pengelola PT SP 

2. H. Abi Hurairah, 

S.Ag./ 

Panitera 

Penanggung 

jawab PTSP 

Tugas dan Tanggungjawab:  

Â Membentuk dan mengoperasikan PTSP 

Â Menyediakan sarana dan prasarana 

pendukung PTSP 

Â Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim dan 

Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat 

dikelola dengan baik  

Â Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk 

kepada Petugas PTSP 

Â Memberikan laporan pengelolaan PTSP 

kepada Pengarah PTSP 

 

Wewenang 

Â Meminta laporan pengeolaan PTSP secara 

periodik maupun insidentil kepada Petugas 

PTSP 

Â Memberikan teguran kepada Pelaksan a dan 

Petugas PTSP 

3. Abang Agus 

Sabli, S.H.I./ 

Sekretris 

4. Utin Masayu, 

S.H./ 

Panitera Muda 

Hukum 

Pelaksana  

PTSP 

Tugas dan Tanggungjawab:  

Â Mengatur jadwal Petugas PTSP 

Â Memberikan dokumen, data dan informasi 

kepada Petugas PTSP 

Â Menyusun laporan pengel olaan PTSP 

 

Wewenang 

Mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai 

dengan bidangnya  

 

5. H Hasim, S.H./ 

Panitera Muda 

Gugatan 

6. Nurminah, S.H.I../ 

Panitera Muda 

Permohonan 

7. Eksani/ 

Kasubbag. 

Perencanaan, TI 

dan Pelaporan 
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6. Layanan 

 Layanan PTSP di Pengadilan Agama Putussibau meliputi: 

a. Permohonan Informasi  

Layanan ini dilakukan oleh Petugas Informasi 

b. Pelayanan Pengaduan  

Layanan ini dilakukan oleh Petugas Pengaduan 

c. Pendaftaran Perkara  

Layanan ini dilakukan oleh petugas pendaftaran yang sebelumnya 

disebut Petugas Meja I.  

Layanannya berupa pendaftaran perkara permohonan/ gugatan, 

pengajuan upaya hukum, pendaftaran permohonan konsignasi serta 

permohonan eksekusi. 

8. Utin Masayu, 

S.H./ 

Panitera Muda 

Hukum 

Petugas 

PTSP 

Layanan 

Pengaduan  

Tugas dan Tanggungjawab:  

Â Memberikan pelayanan secara langsung 

dan/atau dengan memanfaatkan teknologi 

informasi 

Â Memberikan pelayanan sesuai dengan 

prosedur baku  

Â Membuat rekapitulasi layanan yang 

diberikan dan menyerahkannya kepada 

Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya 

masing-masing 

 

Wewenang 

Memberikan informasi dan petunjuk kepada 

pengguna layanan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya  

9. Afnansyah/ 

Honorer 

Petugas 

PTSP 

Layanan 

Informasi 

10. H. Hasim, S.H.I. / 

Panitera Muda 

Gugatan 

Petugas 

PTSP 

Layanan 

Pendaftaran 

Gugatan 

11. Nurminah, S.H../ 

Panitera Muda 

Permohonan 

Petugas 

PTSP 

Layanan 

Pendaftaran 

Permohonan 

12. Ratna, S.H.I./ 

Panitera 

Pengganti 

Petugas 

PTSP 

Layanan 

Pembayaran 

13. Dahlia/ 

Honorer 

Petugas 

PTSP 

Layanan 

Penyerahan 

Produk 

Pengadilan 
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d. Pembayaran Biaya  

Layanan ini dilakukan oleh petugas pembayaran yang sebelumnya 

disebut kasir.  

Layanannya meliputi penaksiran panjar biaya perkara, pemberian SKUM, 

pembayaran PNBP, pengembalian sisa panjar, penyerahan bukti -bukti 

pembayaran.  

Para pihak beperkara yang ingin menyetor panjar biaya perkaranya 

melalui mesin EDC dapat menghubungi petugas pembayaran.  

Layanan ini dibantu oleh petugas pembayaran dengan menggunakan 

mesin EDC bank mitra yang telah bekerja sama dengan Pengadilan 

Agama Putussibau. 

e. Penyerahan Produk Pengadilan  

Layanan ini dilakukan oleh petugas produk pengadilan yang sebelumnya 

disebut sebagai Petugas Meja III.  

Layanannya meliputi penyerahan/ pengambilan salinan penetapan/ 

putusan, akta cerai serta dokumen resmi pengadilan lainnya.  

 

7. Fasilitas Penunjang Layanan 

Untuk mengoptimalkan kinerjanya PTSP Pengadilan Agama Putussibau 

dilengkapi dengan fasilitas berupa:  

Á Meja terintegrasi 

Á Kursi untuk petugas dan pengguna layanan  

Á Komputer yang terhubung dengan SIPP dan aplikasi pendukung kinerja 

lainnya 






















































